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5.2.2 Saran atas rumusan masalah kedua 

Aturan tentang syarat muatan minimal kontrak kerja konstruksi dapat 

diubah untuk memperjelas sifat syarat muatan minimal tersebut sebagai himbauan 

atau sebagai hukum. 

Walaupun penelitian sudah menjelaskan bahwa kontrak yang tidak 

melengkapi syarat muatan minimal masih berlaku, masih ada potensi kekeliruan 

tentang keberlakuan kontrak tersebut. Untuk mengurangi potensi kekeliruan, 

diidentifikasi dua pilihan utama. Pertama, untuk menambahkan sanksi terhadap 

pengguna kontrak yang tidak mematuhi syarat muatan kontrak kerja konstruksi, 

agar syarat muatan kontrak konstruksi bersifat hukum. Pilihan kedua, untuk 

membuat lebih jelas bahwa syarat muatan kontrak kerja konstruksi bersifat 

himbauan (mungkin dengan menghapus syarat muatan dari peraturan perundang-

undangan atau dengan mengganti kata bersifat keharusan “harus” dengan kata 

bersifat pilihan “dapat”.)  

Untuk mengidentifikasi kebijakan terbaik dari pilihan-pilihan di atas 

(ditambah pilihan business as usual, yaitu tidak membuat perubahan), diperlukan 

penelitian-penelitian yang bersifat empiris. 

Diperlukan penelitian lebih lanjut tentang Das Sein, yaitu kesadaran dan 

kepatuhan masyarakat sektor konstruksi terhadap syarat-syarat muatan kontrak 

kerja konstruksi. 

Diperlukan penelitian lebih lanjut tentang kemanfaatan peraturan tentang 

syarat-syarat muatan kontrak kerja konstruksi. Penelitian tersebut dapat 

disegmentasikan berdasarkan ukuran proyek, tingkat kompleksitas proyek, dan 

sifat swasta atau publik.  
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